BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengalis
Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang
Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang
Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan
Kecamatan;

b. bahwa dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi
perubahan pembagian Urusan Pemerintahan dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. bahwa dengan adanya perubahan arah kebijakan, program
dan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan untuk
meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan
penguatan peran kewilayahan, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
penyesuaian untuk penetapan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);




. Mérietapkan

W N

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman RPN

- Modal (Lembaran Negara Repubhk Indonesm “Tahun 2007 v

““Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a’r-k~" ‘-

- Nomor 5028);

4. i Undang—undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemermtahan e " F
- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. Tahun 2014 -
~ Nomor 244, Tambahan Lembaran’ Negara Repubhk Indonesia = -

‘Nomor . 5587) sebagalmana telah beberapa kali diubah

~ terakhir dengan Undang—Undang ‘Nomor 9 tahun 2015 - - i
. tentang Perubahan Kedua Undang—undang Nomor 23 Tahun

- 2014 . tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesm Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indone31a Nomor 567 9)

5 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
. -Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran | '
« Negara Republik Indonesia Nomor 457 8), ‘

6. { Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangf SREE

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -
* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indone51a
~_Tahun 2005 Nomor 165); L

7. Peraturan Pemennta.h Nomor 18 Tahun 2016 tentang :
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia .

beahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara
 Republik Indones1a Nomor 5887), e

8. . Peraturan Presiden - Nomor . 97 'Tahun 2014 tentang

, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu (Lembaran
»Negara Republik - Indonesia - Tahun 2014 Nomor 221,
"Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

- 15887), o .
9. ‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengka_hs Nomor 3 Tahun 2016
_tentang Pembentukan dan’ Susunan Perangkat Daerah o
"*Kabupaten Bengkahs : i ‘ S

| MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ~PELIMPAHAN SEBAGIAN s
WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN <~
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemenntah Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Bupati adalah Bupati Bengkalis. o
Sekretanat Daera.h adalah Sekretanat Daerah Kabupaten
Bengkahs




10

11

12

13

14

15

16

-3

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang memiliki »'

- kewenangan teknis terkait pemberian pertlmbangan secara teknis

dan melaksanakan pemblnaan dan pengawasan teknis jalannya

usaha terhadap Jenis usaha yang d1proses perizinannya adalah i
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkahs Teknis dan e

selanjutnya disebut OPD Teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pmtu Kabupaten: ER

Bengkahs yang disingkat DPMPSP adalah Orgamsas1 Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkalls yang mem111k1 tugas pokokf
membantu Bupat1 melaksanakan urusan pemenntahan yang
men_]ad1 kewenangan daerah d1b1dang Penanaman Modal dank o
Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Bengkahs ~
Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSP Kabupaten Bengkahs

Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk .

menentukan atau mengambll kebl_]akan di bidang Perizinan dan
Non Perizinan dala.m rangka peyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat. B
Kewenangan Kepala Dlnas adalah hak dan- kewa_]lban Kepala
Dinas yang merupakan pehmpahan kewenangan dari Bupati
untuk menentukan atau mengambil kebljakan dalam rangka -
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - '
Pehmpahan Kewenangan adalah pehmpahan hak kewa_]lban, dan
tanggung Jawab Bupat1 di bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada - Orgamsa31 Perangkat - Daerah yang membidangi
Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu di Wllyahnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
Penanaman Modal adalah Segala bentuk keglatan penanaman :

modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman | e
modal asing untuk melakukan usaha dalam Wllayah Kabupaten S

Bengkahs

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dlkeluarkan ‘_ l b
oleh Pemermtah ‘Daerah yang mem111k1 kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan -
Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan:
fasilitas ﬁskal dan ‘informasi kegiatan tertentu sesuai dengan‘
ketentuan peraturan perundang—undangan :

Izin adalah Dokumen yang dlkeluarkan oleh Pernermtah Daerah‘ : o
berdasarkan - Undang-undang dan Peraturan Daerah atau . =
Peraturan la.lnnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan

sah atau dlperbolehkannya _seseorang atau Badan untuk" "
melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu. '

Rekomenda31 adalah kajian yang berisi- catatan sebagai bahan
pemmbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan perizinan

dan non penzman sesua1 dengan ketentuan perundang- —

undangan SE
Pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan =

urusan. Pemerintah Daerah pada ‘ aspek Penyelenggaraan* g

Perizinan dan Non Perizinan. .
Penetapan adalah proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan"
berbaga1 keglatan yang akan dllaksanakan
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o

Penyelenggaraan j1}.1i'usar'1 ' adalah 'kegiatan pelaksanaan
'kewenangan oleh Dlnas berdasarkan ketentuan perundang- S
kundangan menetapkan keputusan penzman dan non perlzlnan o

g BAB II -
' MAKSUD DAN TUJUAN
' : Pasal 2 : :

IMaksud dlterbltkannya Peraturan Bupatl ini’ adalah untuk
‘memberlkan dasar, acuan dan’ pedoman bag1 Penyelenggaraan
Perizinan = dan Non Perizinan - yang men_]adl kewenangan
2 Pemenntah Daerah Kabupaten Bengkahs , e
'I‘u_]uan diterbitkannya Peraturan Bupat1 ini adalah untuk
‘ memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur

* tekait’ dalam rangka opt1mahsas1 penyelenggaraan pelayanan'

o Per1z1nan dan Non Per1zman o

S BABII
RUANG LINGKUP .
Pasal 3

Ruang hngkup yang d1atur dalam Peraturan Bupatl ini mehput.l“ '

| 'Pehmpahan sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan‘
Perizinan dan Non Penzman Kepada Dinas Penanaman Modal dan = =

Perizinan - Satu Pintu  untuk - melaksanakan sebag1an urusan
' ‘pemenntahan wajib dan urusan pemermtahan plhhan yang mehputx

5w 9‘9-'9/9&93

g0l

,‘pehmpahan kewenangan, ERRE

penyelenggaraan urusan;
aspek teknis; A :
persyaratan admlnlstra31,
penandatanganan; :
pengembangan,

;pemblnaan, pengawasan, pelaporan dan evalua31 dan
' penankan kewenangan . = _

BAB III _ i
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4 :

Bupatl mehmpahkan sebaglan kewenangan Perizinan dan Non

~ Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan "‘ ,

~Satu  Pintu . dalam rangka pelaksanaan sebagian = urusan:

@

' ‘Pernenntahan Wa_]lb dan Urusan Pemermtahan ‘Pilihan yang‘
! menjadl kewenangan Pemerlntah Kabupaten
kUrusan Pernenntah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1); o

mehputl

a urusan wajib yang terka_lt pelayanan dasar terdln dari:

pendldlkan,
' kesehatan; ; :
o peker_laan umum dan penataan ruang; |
, perumahan rakyat dan pemuklman, dan
}sos1a1 . :

(RIS =
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b. urusan Wa_]lb yang tldak terkalt pelayanan dasar, terdm dari:
tenaga kerja; : ‘
pertanahan; .
- lingkungan hidup;
.:»perhubungan, 2
 komunikasi dan 1nformat1ka e
koperam, usaha kecﬂ dan menengah
. penanaman modal; - ' :
~kebudayaan; e
| - perpustakaan; dan f: i
i _ 710 kearsipan. 5
€. urusan pemermtahan p111han mehpuu
s kelautan dan perlkanan,
.perdagangan, ‘
~energi dan sumberdaya mmeral
o penndustrlan, 3
o pariwisata; dan
. - pertanian; : :
d. ‘kewenangan sebagalmana dlmaksud pada Pasal 2, meliputi
~aspek: | ‘
1. aspek Perlzman, dan
' 2. aspek non Perizinan. B R
“e. Rincian" pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam‘ N
- pelaksanaan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas |
,'sebaga_lmana dimaksud pada ayat (2) tercantum di dalam
- lampiran yang merupakan bag1an yang tldak terplsahkan dan .
“Peraturan Bupati ini; = , .
f. Dalam hal pehmpahan S kewenangan sebagalmana ‘
' - sebagaimana dlmaksud ‘pada ayat (2) dilakukan berdasarkan L
,pnns1p akuntablhtas, efe31en51 dan ekstemahtas =

P@N@@P?PP

QmA@Ne

: Pasal 5 SOR B
lPehmpahan sebaglan kewenangan Bupat1 kepada Kepala Dlnas e
vPenanaman Moda.l dan Pelayanan Satu 'Pintu sebagalmana disebut =
~dalam Pasal 4 ayat (2) Disertai dengan pemblayaan, persoml serta .

: ’sarana dan prasarana untuk melaksanakannya -

et BAB v
PENYELENGGARAAN URUSAN
: Pasal 6 n
1) Pelayanan perlzman bermula, berproses dan berakhlr pada
- DPMPSP Kabupaten Bengkahs dengan memperhatlkan peraturan
perundang—undangan, prinsip pelayanan prima dan memlhkl‘
- standar operasional dan prosedur yang baku.’ T
(2) DPMPSP memiliki tugas dan tanggung _]awab dalam memberikan
 pelayanan perizinan dan melaksanakan pengawasan terhadapv‘ SRR
’ "penzlnan yang telah dlterbltkan s




e

Dalam - melakséhakén pr'oses' pelayanan .~ dan = atau

penandatanganan dokumen i izin, DPMPSP berkoordmam dengan

G - OPD Teknis dengan aspek teknis melekat pada OPD Teknis.

@)
(5)

a

@
@)

@

©

(1)
@

DPMPSP menerima dan atau menolak suatu permohonan izin dan e

non izin dengan bcrdasarkan perumbangan dari Tim Teknis.

Standar Operasional dan ‘Prosedur sebagaimana dimaksud pada =~
~ayat (1) disusun oleh Kepala DPMPSP setelah berkoordlnas; N
“dengan OPD T_gf:kms dan dltetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BABV
ASPEK TEKNIS
Pasal 7 e

OPD Tekms membenkan pertlmbangan tekms terhadap jenis
per1z1nan yang d1proses DPMPSP dengan mempedomanlv o
‘peraturan dan perundang-undangan

OPD Teknis memberikan pertlmbangan tekms kepada DPMPSP

* melalui Tim Teknis OPD dengan Benta Acara Pemenksaan dan S
- Rekomendasi. < : ‘

OPD teknis dapat melakukan pemenksaan lapangan terhadap
izin dan non izin’ baik dalam proses pengajuan dan atau yang

‘telah diterbitkan perizinannya. - o
OPD teknis membenkan pertlmbangan tekms kepada DPMPSP

terhadap objek izin yang melanggar ketentutan teknis. -
OPD Teknis: sebagmmana dlsebut ‘pada ayat ( 1) dan (2) memiliki

kewenangan ‘untuk mengambﬂ keputusan menandatangam -
‘rckomendas; sebagaimana- disebut pada -ayat (2) mengenai
~ diterima atau ditolaknya sUatu permohonan 121n '

: BAB VI . ,
PERSYARATAN ADMINISTRASI
o Pasal8 -

Kepala Dlnas menyusun persyaratan adm1n1stras1 perizinan dan

non perizinan berdasarkan masukan OPD Teknls sesuai g
- ketentuan perundang—undangan : L

Persyaratan admlmstraS1 ‘sebagaimana d1maksud pada ayat ( 1)'

 diumumkan = dalam ‘bentuk maklumat pelayanan; pubhk
-Pemerintah Daerah kepada masyarakat R g
Maklumat pelayanan pubhk sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) o

~ paling sedikit memuat: L

a. Jems pelayanan yang dlsedlakan, ,

b syarat, prosedur, biaya dan waktu;

. @

c.. hak dan kewa_uban Pemerlntah Daerah dan Warga masyarakat

‘dan

d. satuan ker_]a atau un1t kelja penanggung]awab penyelenggara -

..pelayanan.:

Maklumat pelayanan pubhk sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) ; -
5 dltetapkan didalam Peraturan Bupati dan dlpubllka81kan secara
vluas kepada masyarakat ' ST -




ST

o ‘ BABVIIV S (T S
PENANDATANGANAN s
| ) Pasal 9 o
(1) Bupat1 ' menandatangam ' penzman dan non perizinan - "
‘ sebagaimana tercantum pada lamplran dan merupakan bagian
- yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupat1 ini. :
~ (2) Bupati mendelegasikan - sebaglan wewenang penandatanganan
perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas selaku
‘administrator. sebagaimana tercantum pada Jampiran dan.
merupakan baglan yang tidak terplsahkan dan Peraturan Bupatl. -
. ini.- . :
- (3) Penandatanganan penzman dan non penzman sebagalmana‘

dimaksud pada ayat (1) dan (2) ‘harus dilakukan melalui R

mekanisme yang telah ¢ dltetapkan sesuai dengan ketentuan
: peraturan perundang—undangan : : i
“4) Pelaksanaan penandatanganan sebagalmana dimaksud pada :

ayat (2) Wa_]lb dilaporkan kepada Bupat1 dan tembusannya_ S

dlsampalkan kepada OPD Teknls '

¥ S S BAB VIII -
PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN
_ Pasal 10

Dinas dapat melakukan- pengembangan penyelenggaraan perizinan
~dan non penzman melalui - -kerjasama ~dengan perguruan tinggi,
lembaga swadaya masyarakat asosiasi usaha, lembaga internasional,

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov1n31 Pemerintah Kabupaten/kota .

dan pemangku kepentlngan lainnya dengan pertlmbangan OPD teknis
~ dibidang kerjasama sesuaJ dengan ketentuan peraturan perundang-~
undangan e L :

| | BAB X |
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
’ o Baglan Kesatu L :
Pemblnaan dan Pengawasan
‘ ‘Pasal 11 e

J (1) Pembmaan atas penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan :

'Penanaman Modal dan Pelayanan Satu P1ntu d1lakukan oleh
Bupatl",’, S , ‘ :
(2) Pembinaan Mehputl S .
. a. penyelenggaraan sebaglan Urusan Pemenntahan sebagaimana
- dimaksud pada Pasal 4. ayat (2) yang men_]ad1 kewenangan
: Bupat1 yang dlhmpahkan dan

‘ b penyelenggaraan pelayanan yang mudah cepat tefl]angkau E e

, transparan ‘dan akuntabel.
(3) OPD Tekms bertanggung JaWab menyelenggarakan pemblnaan
. teknis sesuai dengan bldang tugasnya berdasarkan peraturan -
. perundang—undangan ' R -
(4 DPMPSP melakukan pembmaan admlnlstra51 penzman sesuai
dengan asas dan prinsip penyelenggaraan penzman terpadu




(1)

(2)

<)

o
@

Pasal 12

‘ Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pelayanan
- perizinan dan non penzlnan dllakukan atasan langsung secara

berjenjang. o :
DPMPSP menyediakan data perlzlnan dan non penzman dalam,

-rangka pengawasan :
3 Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan

perizinan dan non  perizinan dﬂakukan ~oleh Inspektorat

; Kabupaten Bengkahs B

* Bagian Kedua
 Pelaporan -
Pasal 13

DPMPSP wa_]lb membenkan laporan pelayanan perizinan dan non ; B

penzman setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
OPD Tekms wajib menyampaJkan laporan hasﬂ pemblnaan dan

pengawasan, sekurang—kurangnya set1ap 1 (satu) bulan kepadav LA

' DPMPSP.

- (3)

o

)

)

(1

Setlap akhlr tahun anggaran DPMPSP menyampa.lkan laporan

kinerja penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan perizinan dan -

non perlzman kepada Bupat1 me1a1u1 Sekretans Daerah

BAB X
PENARIKAN KEMBALI
Pasal 14

"~Penar1kan kembah kewenangan Bupat1 yang telah d111mpahkan
'sebagalmana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebaglan maupun' "

- seluruhnya apablla ‘ :
+a. kewenangan - Bupatl yang telah d111mpahkan ternyata t1dak :

dilaksanakan; « - .
b. bupati mengubah kebljakan terkalt kewenangan yang £
dilimpahkan; dan/ atau ’

- c. Kepala OPD Teknis rnengusulkan penankan kembah_ S

kewenangan yang tldak dapat dllaksanakan DPMPSP.

‘Penankan kembah kewenangan Bupat1 sebagalmana dimaksud = =
pada ayat - (1) dllaksanakan : berdasarkan evalua31 yang

" dilaksanakan oleh OPD Teknis. oy
-Penankan kembah kewenangan sebagalmana dlmaksud pada
B ayat (1) dltetapkan dengan Peraturan Bupat1

o BAB XI e
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15 :

‘Pada saat Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku maka Peraturan -
Bupati Bengka_hs‘ Nomor 58 ;’I“ahun 2013 tentang _Pehmpahan L
Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan

- Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan S

! Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perizinan dan Non
Perizinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku hingga
berakhirnya masa berlaku perizinan dan non perizinan.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaaksaanaan
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kecamatan memperhatikan ketentuan sebagai
berikut :

(a) penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Kecamatan masih dilaksanakan dengan mengacu kepada
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan
Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan
Kecamatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan sampai diterbitkannya Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;

(b) Untuk kepentingan pelayanan perizinan dan non perizinan
pada kecamatan yang baru dibentuk, pengurusan perizinan
dan non perizinan diselenggarakan oleh Kecamatan induk
sampai dengan pengisian jabatan struktural di Kecamatan
yang baru;

(c) Untuk pelayanan pemerintahan lainnya di Kecamatan baru
akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 21 Februari 2017
BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ
Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 22 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAE BUPATEN BENGKALIS

-

. ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 10



Lampxran Peraturan Bupan Bengkahs

Nomor 10 Tahun 2017
Tanggal

21 Februarl 2017

: RINCIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN ‘
o _PEMERINTAHAN PILIHAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS - =

| ;SUB BIDANG | -

[ JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - .

: 1 ﬂ 2 e

TPENDIDIKAN

1. Perizinan -
Pcndidikan s

JENIS IZIN T

1. Penerbitan izin pendldxkan dasar yang dlselenggarakan oleh masyarakat.

2 Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendldlkan nonformal yang

KESEHATAN

1. Upaya
Kesehatan

~diselenggarakan oleh masyarakat
JENIS 1ZIN ‘

1. -Penerbitan - izin ‘Rumah Saklt Kelas C-'dan D dan fasilitas pelayanan
" kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

DTO Bupati

Penerbitan izin Rumah Sakit Swasta yang setara Tipe C dan D.

DTO Bupati

- Penerbitan izin Klinik Pratama Utama.

Penerbitan izin Rumah Bersalin.

Penerbitan izin Praktik Berkelompok.

Penerbitan izin Laboratrorium Klinik

.- Penerbitan izin Klinik Dokter Keluarga.

.Penerbitan izin Klinik Dokter Gigi Keluarga.

IEIE - NI N RN

Penerbitan izin Klinik Kedokteran Komplementer.

10 Penerbitan’izin Pengobatan Tradxslonal

JENIS NON IZIN

11 Rekomenda51 Izin sarana kesehatan tertentu yang dlbenkan Pemerintah
Provinsi, : : '

2 “Sumber-
Manusia
(SDM)

~ Keschatan

Daya

JENIS IZIN

12 ‘Surat Izin Praktik Dokter (Semua Spesmhs)

13 ‘Izin Apoteker, Asisten Apoteker.

14 Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasxan

15 1zin Praktik Bidan."

16 Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat,

17 .1zin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

18 -Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Refrakswms Optisien dan Optometns

120

19 ‘Registrasi dan Izin Praktek Fxsxoterapls
Perawat Gigi. :

21 Okupasi Terapis.

22 Izin Praktlk Tukang Glgl J

3 : Sediaan
Farmasi, - Alat
- Kesehatan - 'dan
Makanan
Minuman -

- 29

. |JENIS IZIN,

23 Izin Apotek. -

24 Izin Apotek Rakyat,

25 Izin Toko Obat.

26 1zin Toko Optikal. -

27 Izin Toko Alat Kesehatan.

28 - Penerbitan izin usaha mikro obat ﬁadxslonal {(UMOT).

‘Penerbitan - izin produksn makanan dan mmuman pada mdustn rumah
tangga. ' : , ,

- |JENIS NON I1ZIN

30 Pemberian Rekomendasi Izm Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang,
C Pedagang Besar Alat. Kesehatan (PBAK) dan Industn Kecil Obat
Tradisional (IKOT).

31 Sertifikasi Produk alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT Kelas 1
- (satu) terténtu perusahaan rumah tangga

'|PEKERJAAN
UMUM DAN -
PENATAAN
|RUANG

1 -Sumber Daya -
Air(SDA) -

JENIS I1ZIN

1" Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan; peruntukan penggunaan,
“.dan- pengusahaan ‘sumber daya air pada - wilayah sunga1 dalam satu
- . kabupaten/kota.

DTO VBupativ:

2" Penetapan dan pemberian izin penyedlaan peruntukan penggunaan dan
_- pengusahaan air tanah.

[DTO Bupati

3. Pemberian “izin - pembangunan, ' pemanfaatan, pengubahan dan/atau
'pembongkaran bangunan ‘dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi
. primer dan sekunder dalam daerah 1r1gas1 Kurang dan 1000 Ha dalam 1

DTO Bupati |

¢ satu\ daerah kahnnaten/knta




No[

BIDANG

STBEDANG |

NS FERIZINAN DANNON PEREEINAN

12 Air Minum

3 Ba}ngunanry»‘;
~ Gedung

JENIS IZIN

4" Izin penyelenggaraan pengembangan Sarana Penyedlaan A1r Mmum
(SPAM). - c e o

{JENIS 1ZIN

v1raha, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.

‘5 - Penerbitan  IMB - berfungsi keagamaan sepertl mss.ud/mushola, gereja,|

‘6 Penerbitan IMB berfungsi Usaha antara lain perkantoran komersxal di
. ibukota Kabupaten, pasar modern ruko lantai empat keatas, rukan lantai

~ . empat keatas, mal, hotel, restoran, gedung, workshop, showroom bengkel A

DTO Bupati |

|~ alat berat dan lain-lain seienisnva.

7 .Penerbitan. IMB Bangunan : olahraga, bangunan kesenian/kebudayaan,
bangunan termmal/ha]te bus, bangunan pendldlkan bangunan kesehatan
kantor pemerintahan dan lain-lain sejenisnya. = :

‘8 Penebitan IMB berfungsi Pendndlkan Bangunan Pendldlkan formal dan
" informal dan lain-lain sejenisnya.’

j9 Penerbitan IMB . berfungsi ganda/campuran al hotel apartemen, mall,
_sport hall dan hlburan

*|DTO Bupati

Jasa Konstruksi

JENIS 1ZIN

10 Perizinan Baru usaha jasa konstruksx nasxonal (nonkecll dan kecil).

'|'11: Perubahan Data usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).

12 Penutupan Izm usaha jasa konstruks1 nasmnal (nonkec1l dan kecil).

PERUMAHAN
DAN |
KAWASAN
PERMUKIM- -

1 Perumahan -

JENIS 1ZIN -

1 Penerbltan Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang berfungsi human antara
‘lain perumahan yang dlbangunan oleh pengembang yang berbentuk badan
_hukum, - :

DTo‘Bupa‘ti |

Kawasan -
Permukim-an

JENIS 1ZIN

2 Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemuklman

Prasarana, . ;
Sarana, ' dan

~ Utilitas Umum

(PSU) -

I

JENIS 1ZIN

DTO Bupati

“ Penerbitan Izin Lapangan golf dan se_]enlsnya.

‘Penerbitan 1zin Tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya.

Penerbitan Izin Kolam renang komersial dan lain-lain sejenisnya.

iWnid|Ww

‘Penerbitan . Izin Jembatan penyeberangan orang (JPO), steger/pelabuhan
dan lain-lain sejenisnya. -

air, perpipaan dan lain-lain sejenisnya.

.Penerbitan Izin Penanaman tangki, Iandasan tangkl, bangunan pengolahan

Penerbitan 1zin Gardu listrik, gardu telepon, menara tiang llStl‘lk tiang
"" telepon menara telekomunikasi dan lain-lain sejenisnya

: .19

Penerbitan Izin gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lam-lam
sejenisnya. -

Sertifikasi,
Klasifikasi,
" Registrasi .
Perumahan “dan
Kawasan l’emnldman

l(lllhﬁkasl.
dan

JENIS NON IZIN

Bidang| 10 Sertlﬁka51 dan registrasi bagx orang atau badan hukum yang melaksanakan

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana

dan utilitas umum ggsuz tmgkat kemampuan kecil.

KETENTRAMAN  DAN

+ JKETERTIBAN UMUM| -

|SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1 Ketentraman . -
 dan Ketertlban
- Umum- :

JENIS IZIN

Gangguan Besar -

:1° . Pemberian ‘Izin Gangguan/Hmder Ordonantle (HO) dengan 1nten51tas \

F.:

SOSIAL

1 Pemberdayaan

JENIS IZIN

1 Penerb:tan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota

" -Sosial

' |JENIS NON IZIN

TENAGA
KERJA

1. Pelatihan Kerja .
. dan Produktivi-tas’
.. Tenaga Kerja

2  Pemberian rekomenda51 pen@gkatan anak skala kabupaten
JENIS 1ZIN - 5

1 Perlzman dan pendaﬂ:aran lembaga pelatlhan kexja :

- Penempatan
- Tenaga Kerja

"[9ENTS 1ZIN

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

"2 Penerbitan : izin- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)| -

3 Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan T enaga Asmg (IMTA) yang
- lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota :

. [JENIS NON 1ZIN

‘4" Penerbitan rekomendasi izin pendlrlan kantor cabang PPTKIS di w1layah
kabugaten/kota :




No[~

“BIDANG |

SUB BIDANG

. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN . |

Daerah kabupaten/kota

8 Penerbitan ‘izin’ usaha angkutan laut bag1 ‘badan' usaha yang berdomlsllx i
.'dalam Daerah’ ‘kabupaten/kota dan beropera51 pada lmtas pelabuhan di|

5 Rekomendasi Penerbitan Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) :
6 - Penerbitan/rekomendasi -. - (izin) . - terhadap:-.: obyek . pengawasan
‘ : : __ketenagakerjaan skala kabugaten/kota =
‘H. [PERTANAHAN Izin Lokasi JENISIZIN . = Ve
Lo 1 Pemberian izin loka51 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota DTO Bupati
Izm Membuka JENIS IZIN - : v
- Tanah 2 Penerbitan “izin ‘membuka tanah dengan memperhatlkan pertlmbangan DTO Bupati
. upati
- » : teknis dan Kantor Pertanahan K bupaten -
I. |LINGKUNGAN Bahan o | JENIS IZIN - i
~ |HIDUP ~ Berbahaya dan| 1 Izin pengumpulan llmbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuah minyak
o ‘ Beracun (B3),| pelumas/oli bekas. =~ SRS e
-dan " Limbah| 2. Izin lokasi pengolahan lunbah B3 DTO Bupati |
Bahan - - | 3 -Izin pembuangan air limbah ke air atau sumur ' i
Berbahaya ‘danl| 4 ° Izin pemafaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
" Beracun ~ | 5 Izin Penyimpanan sementara hmbah B3 d1 Industn atau usaha. N
(Limbah B3) | 6 Izinlingkungan. - - DTO Bupati |-
’” - 7 lIzin perlmdungan dan pengelolaan lmgkungan hldup (PPLH) DTO Bupati
Persampahan  |JENIS IZIN :
o : 8 Izinan pengelolaan persampahan/pendaurulangan Sampah Pengangkutan ‘
: Sampah dan Pemprosesan akhlr sampah oleh swasta skala kabupaten/kota
J. - |PERHUBUNG- Lalu Lintas JENIS IZIN : :
JAN ' dan Angkutan | 1 Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasﬂltas parkir. e -
-~ 1 2 Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang DTO Bupati | -
-~ wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. - R I
3 Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota yang Wllayah Pe]ayanannya dalam DTO Bupati
-+ satu Wilayah Kabupaten/Kota; - L
‘4 1zin Usaha Angkutan Pariwisata.
5 Izin Usaha Angkutan Barang,
| 6 1zin Trayek Angkutan Sewa.
JENIS NON IZIN »
- o -7 Rekomendasi Operasi Angkutan Sewa
2 Pelayaran - JENIS IZIN

9 Penerbitan - izin ‘usaha angkutan laut pelayaran rakyat bag1 orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beropexasn pada
lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota, =~ . .-

10 Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai
_dengan domlslh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha.

11
" kapal yang melayam trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang
.. bersangkutan,

"Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk

Penerbitan - izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai
-dengan domisili badan usaha.-

13 Penerbxtan izin usaha j jasa terkalt dengan perawatan dan perbaikan kapal.

14

Pembangunan, penerbltan 1zm pembangunan dan pengoperas1an pelabuhan
" _pengumpan lokal.

15 Pembangunan dan penérbltan izin pembangunan dan pengoperasxan
" pelabuhan sungai dan danau. - -

16 Pcnerbxtan izin usaha badan usaha pelabuhan d1 pelabuhan pengumpul
- lokal . ‘

17
= lokal.

Penerbitan' izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan g

118

Penerbitan izin pengoperasxan pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan lokal. ‘

19 Penerbitan izin pekerjaan pengerukan d1 w1layah peralran pelabuhan

E pemzumnan lokal




No[

BIDANG + -

“SUBBIDANG [

NS LRIV DANNONFERIENAN:. 5

] o KET %

=3

4

20 Penerbltan izin reklama51 d1 w1layah peralran pelabuhan pengumpan lokal

= 21 Penerbltan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentmgan Sendiri (TUKS)

3 Penerbangan:

di dalam DLKR/DLKP gelabuhan gengumpan lokal. |
JENIS IZIN :

122 Penerbltan izin mendmkan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas

helikopter.

. {(JENIS NON IZIN

23 Rekomendasi Penetapan Lokasx Bandara Udara Umum

4 Perkeretapian

JENIS 1ZIN

kabupaten/kota.

24 Penerbitan izin - usaha, : izin pembangunan dan izin - operasi- prasaranal -
perkeretaaplan umum yang _]anngan Jalumya dalam 1 (satu) Daerah] -

25 Penerbitan izin operasi sarana perkeretaaplan umum yang _]armgan _]alumya
melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

26 'Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin
- operasi, dan penetapan jalur keretaapl khusus yang Jarmgannya dalam
Daerah kabupaten/kota{ : :

JENIS NON IZIN

23 Penetapan jaringan Jalur kereta apx yang Jarmgannya dalam 1 (satu) Daerah
'_kabupaten’kota.

kabupaten/kota.

24 . Penetapan - kelas - stasmn untuk stasmn pada Jarmgan jalur keretaapi| .

25 Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapxan pada jaringan - jalur
- perkeretaapian kabupaten/kota

KOMUNIKASI

~|Dan -

[INFORMATIKA

- Iormatika
2 * Informasi

1  Penyelenggara-
an, Sumber Daya
dan - - Perangkat] -
Pos, o

JENIS NON IZIN

1 Pembenan rekomendas1 untuk pendman kantor cabang Jasa titipan.

~serta j\' :

dan
-~ Komunikasi -
Publik -

JENIS IZIN

2 'Pemberian izin penyelenggaraan telekomumka& khusus untuk keperluan
- pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota
sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pemberian - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi
sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi,

DTO Bupati

Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomumkasn
dalam satu_kabupaten/kota. -

DTO Bupati

Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomumkasn

Pemberian .izin lokasi. pembangunan studlo dan  stasiun pemancar radio
dan/atau televisi. : -

DTO ﬁhpéti

7 1zin Warung Telepon dan Warung Intemet

‘8 Izin Pemasangan Spanduk/Bahho dan Sejenisnya.

JENIS NON 1ZIN

9 Pemberian rekomendasi persyaxatan admmnstram dan kelayakan data tekms
__terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. :

10 Pemberian Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan Kilat.

11 Pemberian- rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

KOPERASI,
USAHA KECIL,
DAN '

- |MENENGAH

1 1zin Usaha

jaringan tetap lokal wireline ( end to end) cakunan kabugaten/kota

JENIS 1ZIN

Sunpan Pm_]am

keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota,:

1 Penerbitan izin usaha simpan ‘pinjam _untuk koperasx dengan w11ayah S

,;2 Penerbitan ‘izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor

dalam Daerah kabupaten/kota

PENANAMAN
MODAL =

1 Pelayanan

kas koperasi simpan pm_]am untuk kopera51 dengan wilayah keanggotaan

-|JENIS 1ZIN

Penanaman -

~ Izin Prinsip Penanaman Modal

DTO Bupati.

Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha. Lo

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.

DTO Bupati

Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor Usaha.

(LIRSS A

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.

DTO Bupati




“'~N°;é

SUBBIDANG [

. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - i 7

s Y

“BIDANG
1 =2 3 T e Ly B : o 5.
‘ B 6 Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal, . DTO Bupati
7 lzin usaha Pengabungan perusahaan penanaman modal untuk berbaga1 DTO‘Bixpéti
sektor usaha.
8 Izin pembukaan kantor cabang ~ ‘ A
-9 _Izin Membuka Perwakilan Perusahaan Asmg /|DTO Bupati
: - 10 Surat Izin Usaha Perwakllan Perusahaan perdagangan Asmg o
N. |KEBUDAYAAN o .o - =" JJENIS IZIN -
‘ s P Perfilman* .- 1 ‘Pemberian’ * perizinan usaha perfilman d1 bxdang pembuatan film,
o . -pengedaran  film, = penjualan dan  penyewaan . film (VCD, DVD),
| pertunjukan fﬁlm (bioskop),’ pertunjukan film keliling, p‘enayangan film
3 ‘mela empat hiburan
'1:2 Pemberian izin usaha . terhadap pembuatan film oleh tim asing skala
: kabunaten/kota
2 Kesenian |3 Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenlan dalam rangka ker_lasama
__Tradisional - luar negeri skala kabupaten/kota. - o ,
3 Cagar Budaya | 4 Perizinan Membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar kabupaten/kota y
o .~ 1. dalam satu provinsi.
5 ‘Perizinan survei dan pengangkatan BCB/sntus bawah air sampai dengan 4
— (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. __
O. |JKEARSIPAN Perizinan - ‘1 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang dlsunpan d1
o ' ‘ : - lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota. -~ -
P. IKEALAUTAN . Perikanan - . | -1 Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
_|PAN - Tangkap | 2 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) §
- |PERIKANAN ‘ 3 Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI)
4 - : ‘4 Pemberian. izin - penangkapan - dan/atau pengangkutan ikan . yang|
’ menggunakan kapal penkanan sampai dengan 5 "GT serta _tidak
: . menzgunakan tenaga kerla asmg ' ‘
2 ‘Perikanan JENIS 1ZIN :
- Budidaya 1 Izin Usaha Budldaya Ikan -, L
S 2 . I1zin Budidaya Ikan Air Tawar = - -~
'} 3 -Izin Budidaya Ikan AirPayau =
-1 .4 . Izin Budidaya Ikan Air Laut
5 . Izin Pembenihan Perikanan
, ‘1 6 Izin Pemasaran Perikanan
L : '} -7 = 1zin Pengolahan Hasil Perikanan
Q. |PARIWISATA Destinasi - : - *|JENIS IZIN
S ' Pariwisata .| 1 Izin Usaha jasa pramuwisata
* .| 2 Izin Usaha Sante Paraqua (Spa)
= 1“3 . Izin usaha penyelenggaraan pertemuan, pezjalanan insentif, konfrensi dan
»|JENIS NON IZIN - -
4 Pendaftaran Usaha Wlsata Tlrta, mehputl . ‘Wisata Bahari Dermaga O :
Bahari, Perahu Layar, dan Usaha Wxsata Tirta lamnya yang d1tetapkan DTO Bupati
_._-lebih lanjut oleh Bupati. S
5 Pendaftaran usaha daya tarik w1sata, mehputl Pengelolaan Gua,
' ‘Penmggalan Sejarah, Museum, dan jenis usaha pengelolaan daya tarik
" wisata lainnya vang ditetapkan Bupati
6 Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, mehputx Angkutan Kereta] - ]
- Api Wisata, Angkuta Laut Domxstlk Wlsata, Angkutan Laut Intemasmnal DTO Bupati |
Wisata =~ T
-7 Pendaftaran Usaha Peyedlaan Akomoda51 meliputi Hotel berbintang dan SR F
non bmtang, Villa, Pondok Wisasta, Akomodasx lam dan usaha akomoda51 DTO Bupati
"lain yang ditetapkan oleh Bupati, R
8 Pendaftaran Usaha Kawasan Wisata Berloka51 di wﬂayah Kab Bengkalis - {DTO Bupati

‘ 9 Pendaftaran Usaha Jasa Makan dan Minuman dalam bentuk : Kafe, 7
'~ bar/rumah minum, dan jenis usaha Jasa makanan dan minuman yang

ditetapkan oleh Bupati.

10 Pendaftaran- . Usaha® Gelanggang Olahraga mehpun sub jenis usaha
lapangan: golf, rumah bxlyar, Gelanggang - renang, lapangan tenis,
gelanggang  bowling dan sub jenis usaha lainnya dari Jems usaha

i eelanzzanz_olahmmanmmankannlnh_bxmtl




NO|

BIDANG

SUBBIDANG |~

~ JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

VAP S

11

ditetapkan oleh Bupati

Pendaftaran Arena permainan, meliputi sub jenis usaha arena permainan| -
. dan sub jenis usaha lainnya darx Jems usaha arena permaman yang

12
s dxskotxk, pub dan sub jenis usaha lamnya dari j Jems usaha hiburan malam

Pendaftaran Usaha Hiburan Malam, mehputl sub jenis usaha club malam,

vang ditetapkan oleh bupati

13

Pendafiaran Usaha Panti pijat dan sub jenis usaha lainnya dan jenis usaha
panti pijat yang ditetapkan oleh bupati

14

Pendaftaran Usaha karaoke

15

Pendaftaran Usaha Jasa impresariat/promotor

16

Penetapan Tanda Daftar Usaha Panwxsata

PERTANIAN

1 Perizinan
Usaha

“IJENIS 1ZIN
“Izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertaman

‘Izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan

Pertanian -

Izin produksi benih tanaman pangan dan hortikultura

Izin produksi benih perkebunan

‘Pemberian izin usaha tanaman pangan dan homkultura w11ayah kabupaten

Bengkalis -

DTO Bupati

Izin Usaha Perkebunan untuk Budldaya (IUP B)

DTO Bupati

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P)

- Izin Usaha Budidaya peternakan di wilayah Kabupaten Bengkalis -

DTO Bupati

Izin Usaha Penggunaan Varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan

esensial yang sebaran geografisnya di wxlayah Kabupaten Bengkahs

DTO Bupati |

-Izin praktek dokter hewan

Izin rumah sakit hewan/pasar hewan

Izin laboratoriaum keswan dan laboratonum kesmavet .

‘Izin " Usaha  ‘Rumah Pemotongan Hewa.n (RPH)/Rumah Pemotongan| -
Unggas (RPU)

14

‘Izin perdagaan dan peredaran alat dan mesm petemakan dan keswan

wilayah kabupaten Bengkalis

‘15

Penerbxtan 1zm usaha pengecer (toko, retall sub dlstnbutor) obat hewan.

: JENIS NON IZIN

16

Pendaftaran usaha petemakan

7

‘Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal hewan dan hasﬂ

bahan asal hewan. -

g

Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan -

19 - Pemberian rekomendasn mstansx karantma hewan lellayah kabupaten

.Bengkalis."

|20

Surat Tanda Daﬁar Usaha Budi daya (STD-B) tanaman perkebunan untuk
usaha,

2t
. untuk memperoleh TUP , IUP-B, 'TUP-P, yang diterbitkan oleh Gubernur.

Rekomendasi kesesualan rencana tata ruang w1layah Kabupaten Bengkahs

~|ENERGI
.|SUMBER

DAN
DAYA
MINERAL

‘1 Energi Baru-

‘Terbarukan

1

Izin pqmanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

DTO Bupati |

~|PERDAGANG-

AN

1 Perizinan = dan

JENIS IZIN -

Pendaftar-an

-1

1zin usaha pengelolaan pasar (IUP2T) untuk Pasar Tradisional

B Perusahaan

2

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan Mall Plaza dan
Pusat perdagangan -

DTO Bupati

3

Izin " Usaha Toko Modern - (IUTM) untuk mlnlmarket, Supermarket,
‘Departemen Store, Hypermarket dan perkulakan.

DT‘O‘Bup‘ati 1

4

dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

‘Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan Bj

15

~ Rp. 200.000.000 s/d Rp 500. 000 000 tidak termasuk tanah dan bangunan

SIUP. menengah dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas

" tempat usaha;

' JENIS NON IZIN

6

Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Perseroan terbatas (PT)

7

Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Koperam




NO BIDANG SUB BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KET
1 2 3 4 5
8 Tanda Daftar Perusahaan berbentuk CV. - - - )
9 Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Firma (Fa)
10 Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Perseorangan. R
11 Tanda Daftar kantor cabang, kantor pembantu dan perwakllan perusahaan
12 Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari
_waralaba dalam negeri.
13 Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerlma “waralaba
~_lanjutan dari warlaba dalam negeri. - -
14 Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penenma waralaba
~lanjutan dari waralaba luar negeri. |
15 Penerbitan surat keterangan asal (bagl ‘Daerah kabupaten/kota yang telah
~ ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). e 3 L d
16 ' Tanda daftar gudang (Tempat Penyimpanan) D -
LT Rekomenda31 penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAT) I B
18 Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
U. |PERINDUS- 1 Perizinan JENIS IZIN i o
TRIAN | Tanda Daftar Industri (TD]) skala Investasi Rp 5.000.000 s/d Rp
~200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) L -y
2 Izin Usaha Industri (IUTI) kecil dan IUI Menengah. -
3 1zin Usaha Industri ( IUT) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha skala kabupaten/kota melalui|lDTO Bupati
__Persetujvan Prinsip. o .
4 lIzin Usaha Industri ( IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha skala kabupaten/kota yang tidak melalui|DTO Bupati
_ Persetujuan Prinsip. -
5 Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bag1 ‘industri kecil dan- menengah
6 Izin perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpal
~melalui Persetujuan Prinsip. - .
7 lzin perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI skalal, DTO Bupaﬂ
~investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusahaf
8 Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan IPKI yang lokasinya

_di Daerah kabupaten/kota.
JENIS NON IZIN o
9 Penerbitan berita acara pemerlksaan dalam rangka penerbltan IUI oleh
pemerintah dan provinsi.

DTO Bupatl

BUPATI BENGKALIS
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PENJELASAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
S NOMOR 10TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN -
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS ‘ 4‘

L PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah,;i} -

menetapkan rincian urusan konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

 Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang semula diatur di dalam lamplranf‘ il
- Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 saat ini dltlngkatkan pengaturannya
" menjadi bagian dan lamplran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan
‘demikian maka pembaglan urusan yang telah dltetapkan Undang-Undang Nomor 23 . .
Tahun 2014 dlharapkan tidak bisa dlslmpangl/ d1kecua11kan oleh Undang—Undang B
_ sektoral launnya Dengan pertlmbangan ‘tersebut, sehmgga rincian urusan yang - |
. men_]adl kewenangan daerah semestlnya diatur kembah dldalam Peraturan Kepala B
Daerah dengan pr1n31p prinsip ‘otonomi daerah untuk melahirkan sistem dan tata

kelola pelayan publik yang baik dan dapat dlpertanggung]awabkan ‘
- Peraturan Bupat1 ini dlharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan .
" kepada pihak penyelenggara 'sebagai  perangkat Kepa_la Daerah dalam

- penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain meliputi:
| a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan pubhk
b. asas, tujuan dan ruang hngkup penyelenggaraan pelayanan pubhk di Kabupaten i
. Bengkalis; - » S : : :
c. pembmaan dan penataan pelayanan pubhk
d. pengembangan penyeleggaraan pelayanan pubhk sehxngga melahlrkan inovasi

pelayanan yang efektif dan efesien dan memiliki _]angkauan yang lebih luas untuk o

pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, _

A ) ie.; aspek penyelenggaraan pelayanan pubhk yang mehputl penyegeraan penetapan : o
- - standar operas1oal maklumat pelayanan ‘dan pen1la1an kinerja serta S

- dimungkinkan dengan pemanfaatan teknoogi informasi; :

f. koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan 'Pelayanan Satu Pintu da_n L
 Organiasai Perangkat Daerah tekms dalam menentukan kebl_]akan penerbltan (e
,._1zmdannon1z1n ~ Ly z ~

 IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
. Pasall Cukup Jelas
Pasal 2 ; o
- Ayat (1) Cukup\Jelas
~Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal3  :CukupJelas
Pasal_4 B | - Tl
Ayat (1) = :Cukup Jelas .

o




Ayat (2)

" Pasal 5
~ Pasal 6 :
. Ayat (1)

' '_Ayat (2) |

Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5) o

‘Pasal 7
Ayat (1)
- Ayat (2)

~ Ayat (3)
Ayat (4)

e Ayat (5)

T Pasal 8
- Ayat (1)

V\Ayat 2

-~ Ayat (3)
- Ayat (4)

Pasal 9
Ayat (1)
Ayat (2)

. ~ Ayat (3)
Ayat (4)

" Pasal 10

Pasal 1
‘Ayat (1)
-Ayat (2)

Ayat (3)

.-11-

pnns1p akuntablhtas adalah penanggung]awab penyelenggaraan suatu

Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan e
luas, besaran; dan jangkauan dampak yang d1t1mbulkan oleh e

penyelenggaraan suatu Urusan Pemenntahan

prinsip_efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan

ditentukan berdasarkan perbandmgan tmgkat daya guna yang pallng Sl
tlnggl yang dapat diperoleh. ; _ ; i

~ prinsip eksternalitas dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu
"Urusan Pemermtahan ditentukan berdasa.rkan luas, besaran, dan ‘
3angkauan dampak yang tlmbul aklbat penyelenggaraan suatu Urusan =

Pemerlntahan

:anup Jelas | ,

:Pelayaan ana ' adalah pelayanan yang dapat memenuhi dan

memuaskan penenma layanan / masyarakat

Standar Operas1ona1 Prosedur adalah acuan penyelenggaraan pelayanan b .
publlk yang dllaksanakan oleh DPMPSP untuk memenuh1 kebutuhan -

pelayanan bag1 masyarakat/ penerlma layanan

: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas i

Cukup Jelas

: Cukup Jelas :

: Cukup:‘Jélas S
: Cukup Jelas. = -
: Cukup J_elas

: Maklumat Pelayanan Pubhk adalah seluruh 1nformas1 terkait pelayanan o

publik Pemermtah Daerah

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas g '
't Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas .

Cukup Jelas; e

':' vCu'kukae'l‘as' .
" : Cukup Jelas =~
: Cukup Jelas
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Ayat@)

Asas penyelenggaraan pelayanan pubhk antara la.ln:
a. Kepentingan umum; :
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak; » o
- d. ~Kese1mbangan hak dan kewajlban, R
e Profesmnahsme, e
f. Partls1pat1f e
g. Persamaan perlakuan / tldak d1skr1m1nat1f
' h. Keterbukaan; e o
i. Akuntabilitas; , :
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bag1 kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan - ~ :
1 Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
- Pasal 12 DN
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) :CukupJelas =
Ayat (3) :CukupJelas
Pasal13 =
Ayat (1) . : Cukup Jelas
Ayat (2) :Cukupdelas =
Ayat (3) ': Cukup Jelas -
. Pasal 14 S
Ayat (1) :Cukup Jelas
Ayat (2) . : Cukup Jelas
~Ayat (3) = : Cukup Jelas
- Pasal 15 S
- Ayat (1) :Cukupdelas -
© Ayat(2) :Cukup Je;lé’s
Pasal 16 : Cukup Jelas




